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REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN FORMASI PEGAWAI LKPP

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang . bahwa diperlukan pengelolaan tenaga kerja yang efektif untuk
mendukung tercapainya tujuan organisasi sehingga perlu
menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Formasi Pegawai
LKPP;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
FORMASI PEGAWAI LKPP

Kesatu . Berdasarkan dokumen Analisa Beban Kerja (ABK) dengan ini
menetapkan formasi pegawai LKPP sebagaimana terlampir.

Kedua . Penetapan ini sebagai dasar formasi pegawai LKPP untuk
dimasukkan ke dalam aplikasi e-formasi Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB)
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Ketiga . Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat . Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di . Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2018
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
ttd

Dr. Agus Prabowo

Tembusan :
Sekretaris Utama LKPP
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Lampiran Surat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor: 12 TAHUN 2018
Tanggal: 29 Januari 2018

FORMASI PEGAWAI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NAMA SATUAN ORGANISASI/IJABATAN

JUMLAH FORMASI

KEPALA

SEKRETARIAT UTAMA

SEKRETARIS UTAMA

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

A |Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana [

Jabatan Fungsional

a)  |Perencana Pertama

1 _|Kepala Bagian, Program dan Anggaran

a. |Kepala Sub Bagian Program

1)  |Pelaksana

a) ,Analis Perencanaan

b. |Kepala Subbagian Anggaran

1)  [Pelaksana

a) Analis Perencanaan Anggaran

b)  |Analis Perencanaan dan Kerjasama

2 _|Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi

a. |Kepala Sub Bagian Pemantauan

1) [Pelaksana

a) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b)  |Analis Sistem Informasi

b. |Kepala Sub Bagian Evaluasi

1) |Pelaksana

a) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b)  [Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur

3 |Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

a. |Kepala Sub Bagian Organisasi

1)  |Pelaksana

a) Pengolah Data Kelembagaan

b}  |Analis Kelembagaan

b. |Kepala Sub Bagian Tata Laksana

1)  |Pelaksana

a)  |Analis Organisasi dan Tata Laksana

Biro Umum dan Keuangan

B |Kepala Biro Umum dan Keuangan | | [ |

Jabatan Fungsional

a) |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pertama

b) |Arsiparis pertama

1 |Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara

a. |Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan

b. |Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapus Barang Milik Negara

1)  |Pelaksana

a) Analis Kebijakan BMN

b) Pengelola Barang Milik Negara

2)  {Fungsional

Calon Auditor

2 |Kepala Bagian Keuangan |

a. |Kepala Sub Bagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan

1) [Pelaksana

a)  |Bendahara

b) Penyusun Laporan Keuangan

c) Analis Perbendaharaan

b. |Kepala Sub Bagian Verifikasi Anggaran

g PN Rl IS

1) [Pelaksana
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NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN JUMLAH FORMASI
2 3
| | 1 a |Verifikator Anggaran 6
3 |Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 1
a. |Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1
1)  |Pelaksana
a)  [Analis Tata Usaha 2
b) Pengadministrasi persuratan 3
c)  |Sekretaris 23
b. |Kepala Sub Bagian Rumah Tangga 1
1)  |Pelaksana
a)  |Pranata Barang dan Jasa 1
b)  |Pengemudi 32
¢)  jAnalis Sistem Informasi 1
d) Pengelola Bangunan Gedung 3
Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian 94
C {Kepala Biro Hukum, Sistemn informasi dan Kepegawaian| | 1
Jabatan Fungsional
‘a) |Perancang Peraturan Perundang -Undangan pertama 3
b) [Analis Kebijakan Pertama 5
¢) |Pranata Humas pertama 2
d) |Pustakawan Pertama 1
e) |Pranata Komputer Pertama g
f) |Pranata Komputer Muda 7
g) |Pranata Komputer Madya 5
h) {Pranata Komputer Utama 1
i) |Statitisi pertama 3
j) {Pranata Komputer Pelaksana 1
k) {Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 1
) |Analis Kepegawaian Pertama 1
1 |Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 1
a. |Kepala Sub Bagian Hukum 1
1)  |pelaksana
a) |Analis Hukum 8
b. |Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat 1
1) |pelaksana
a)  |Analis Publikasi 1
b) Analis Humas dan Protoko 1
¢)  |Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi 1
d) Pengelola Terjemahan dan Kerjasama 1
e) |Pengelola Media Cetak 1
f)  |Pengelola Media Center dan Kemitraan Media 1
2 |Kepala Sistem Informasi | 1
a. |Kepala Sub Bagian Data dan Informasi 1
1) |Pelaksana
a) Pengadministrasi Perpustakaan 2
b)  |Analis Data dan Informasi 2
c)  |Analis Sistem Informasi 3
d) Pengelola Teknologi Informasi 3
b. {Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi Dan Komunikasi 1
1 Pelaksana
a) Pengelola Teknologi Informasi 1
b) Pengendali Teknologi Informasi 4
¢)  |Analis Sistem Informasi 3
d)  |Pengelola Sistem dan Jaringan 2
e)  |Pengadministrasi Keuangan 2
3 [Kepala Bagian Kepegawaian | 1
a. |Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi 1
1) |Pelaksana
a)  |Analis Perencanaan SDM Aparatur 1
b) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 1
c) Pengelola Teknologi informasi 1
d) Analis Jabatan 1
e}  |Analis Mutasi Pejabat Negara 1
b. |Kepala Sub Bagian Pengembangan 1
1) |Pelaksana
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NAMA SATUAN ORGANISASIJABATAN

JUMLAH FORMASI

2

a)  |Analis Pengembangan SDM Aparatur

b) Analis Pengembangan Kinerja

c) Analis Pengembangan Kompetensi

PR y—f = jw

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

A |Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

1

Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa

a.

Kepal

a Seksi Barang dan Jasa Lainnya

N

1)

Pelaksana

a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b) Penelaah Kebijakan Pengadaan BaranglJasa

—_

Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan

°) Perundang-undangan

Kepal

a Seksi Jasa Konsultasi

1)

Pelaksana

a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

d) Analis Sistem Informasi

Kepala Subdirektorat Pekerjaan Konstruksi

a.

Kepal

a Seksi Perencana dan Pengawas Konsiruksi

1)

Pelaksana

a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b) Penelaah Kebijakan Pengadaan BaranglJasa

Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan

¢ Perundang-undangan

Kepal

a Seksi Pelaksana Konstruksi

1)

Pelaksana

a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

b) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

B

Direkt

ur Pengembangan

Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus

1

Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha

a.

Kepal

a Seksi Kemitraan Infrastruktur

1)

Pelaksana

a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b)  |Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kepal

a Seksi Kemitraan Non Infrastruktur

1)

Pelaksana

a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kepala Subdirekiorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus

o=

a.

Kepal

a Seksi Badan Usaha

1)

Pelaksana

a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Kepal

a Seksi Pertahanan Keamanan Dan Keadaan Khusus

1)

Pelaksana

a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b} Penelaah Kebijakan Pengadaan Baranghasa

¢)  |Analis Sistem Informasi

Direktorat Pengembangan lklim Usaha da

n Kerj

asama Internasional

C

Direkt

ur Pengembangan

Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional

1

Kepala Subdirektorat Iklim Usaha |

a.

Kepal

a Seksi Pengembangan Pelaku Usaha

1)

Pelaksana

a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b) Penelaah Kebijakan Pengadaan BaranglJasa

c) Penelaah Pengembangan Usaha

2)

Fungsional

a)  |Analis Kebijakan Pertama
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NO NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN JUMLAH'FORMASI
1 2 3
b. [Kepala Seksi Kesempatan Usaha 1
1)  |Pelaksana
a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 2
c) Analis Iklim Usaha dan Kerjasama 1
2 |Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional 1
a. |Kepala Seksi Multilateral 1
1)  |Pelaksana
a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 1
b) Analis Kerjasama Luar Negeri 2
c) Pengelola situs/web 1
b. |Kepala Seksi Bilateral 1
1)  |Pelaksana
a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 1
b) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 1
c) Analis Kerjasama Bilateral dan Regional 2
d) Pengadministrasi keuangan 1
IV |KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
C  |DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 1
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan 29
A |Direktur Perencanaan, Moenitoring dan Evaluasi Pengadaan [ 1
1 |Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan 1
a. |Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/instansi 1
1)  [Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 4
b) Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 0
c) Pengslola Sistem Informasi 1
b. |Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah 1
1)  |Pelaksana
a) |Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 3
b)  }Analis Data dan Informasi 1
2 |Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi 1
a. |Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan 1
1)  |Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 4
b) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 1
c) Pengolah Data 1
b. {Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan 1
1)  |Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 4
b)  |Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 2
c) Analis Sistem Informasi 1
Direktorat Pengembangan Sistem Katalog 57
B [Direktur Pengembangan Sistem Katalog | [ ] 1
1 |Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak 1
a. |Kepala Seksi Riset Pasar dan Industri 1
1 Pelaksana
a)  |Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 3
c)  |Pengelola Ksuangan 1
d)  |Analis Data dan Informasi 2
b. |Kepala Seksi Kontrak Payung 1
1)  |Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan BaranglJasa 6
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NAMA SATUAN ORGANISASHJ_ABA_TAN _

JUMLAH FORMASI

2

b)

Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

¢

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

d)

Penelaah Perjanjian dan Informasi Hukum

8)

Analis Hukum

Kepala Subdirekto

rat Pengelolaan Katalog

a.

Kepal

a Seksi Pengendalian Pelaksanaan Katalog

=l lWwW| W | Ofw

1)

Pelaksana

a)

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b)

Analis Sistem Informasi

c)

Pengelola Administrasi dan Verifikasi

d)

Pengelola Teknologi Informasi

e)

Pengendali Teknologi Informasi

Kepala Seksi Eval

luasi Katalog

=l |wlslw

1)

Pelaksana

a)

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengelola Keuangan

= IN[jWw] w

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

74

c

Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

1

Kepala Subdirekiorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi

a.

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi SPSE

1)

Pelaksana

a)

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b)

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

c)

Analis Sistem Informasi

Kepal

a Seksi Tek

nologi Informasi dan Komunikasi SPSE

1)

Pelaksana

a)

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b)

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

o)

Pengelola Keuangan

d)

Analis Sistem Informasi

Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE

a.

Kepal

a Seksi Bimbingan Teknis LPSE

=i N

1)

Pelaksana

a)

Pranata Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b)

Analis Sistem Informasi

c)

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

d)

Penelaah Kebijakan PBJ

alalalo

e)

Pengelola Teknologi Informasi

f)

Pengelola Keuangan

Kepal

a Seksi Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional

1)

Pelaksana

a)

Penelaeh Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b)

Pengelola Teknologi Informasi

KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

A

Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

[ 1

1

Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan

a.

Kepala Seksi Standar Kompetensi

1)

Pelaksana

a)

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

b)

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepal

a Seksi Kelembagaan Pengadaan

1)

Pelaksana

a)

Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
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NO NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN JUMLAH FORMAS!
1 . 2 3
b) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
2)  |Fungsional
a)  |Analis Kebijakan Pertama 0
2 |Kepala Subdirektorat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan 1
a. |Kepala Seksi Pengembangan Jabatan Fungsional Pengadaan 1
1)  |Pelaksana
a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 3
b} Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2
b. |Kepala Seksi Tata Kelola Jabatan Fungsional Pengadaan 1
1)  [Pelaksana
a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 3
b)  |Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2
c) Analis Sistem Informasi 1
Direktorat Sertifikasi Profesi 52
B |Direktur Sertifikasi Profesi | | | [ ] 1
1 |Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi 1
a. |Kepala Seksi Sistem Sertifikasi 1
1)  |Pelaksana
i) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b)  |Analis Sistem Informasi 1
c) Penelaah Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah 1
b. [Kepala Seksi Sarana Sertifikasi 1
1)  [Pelaksana
a)  |Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b) Pengadministrasi Sarana & Prasarana 1
c) Pengelola Database 1
d) Perancang Naskah Soal 2
e) Analis Sistem Informasi 2
f) Pengslola Teknologi Informasi 3
q)  |Teknisi Uji Kompetensi 2
2 |{Kepala Subdirektorat Tata Kelola Sertifikasi 1
a. |Kepala Seksi Tata Kelola Serfifikasi Pejabat Fungsional 1
1)  |Pelaksana
a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b) Penelaah Kebijakan Pengadaan BaranglJasa 2
c) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1
d) Pengelola Laboratorium Komputer 1
e) Pengelola Teknologi Informasi 1
f) Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi 2
a) Analis Kompetensi 2
h)  |Pengolah Monev Data Hasil Tes 3
i) Analis Monitoring dan Evaluasi Hasil Tes 1
i) Pengslola Sertifikasi 1
b. [Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Psjabat Fungsional 1
1)  |Pelaksana
a) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b)  |Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 1
¢)  |Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1
d) Pengelola Teknologi Informasi 2
) Pengelola Administrasi Lembaga Serifikasi Profesi 2
f)  |Pengolah Monev Data Hasil Tes 2
g} |Analis Monitcring dan Evaluasi Hasil Tes 1
_h) _ |Pengelola Sertifikasi 1
vi  {KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH
E  |DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH 1
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah | 17
A |Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I | 1
1 |Kepala Subdirektorat Wilayah | Barat 1
a. |Kepala Seksi Wilayah Sumatera Bagian Utara 1
1) |Pelaksana
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NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN JUMLAH FORMASI
2 3
a)  {Penelaah Kebijakan Pengadaan Baang dan Jasa 2
b. |Kepala Wilayah Sumatera Bagian Selatan 1
1)  |Pelaksana
a)  |Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
2 |Kepala Subdirektorat Wilayah | Timur 1
a. |Kepala Seksi Wilayah Kalimantan 1
1)  |Pelaksana
b) Ignelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 1
Fungsional
a)  |Analis Kebijakan Pertama 0
b. |Kepala Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara & Pusat 1
1)  |Pelaksana
a)  |Analis Sistem Informasi 1
b)  |Analis Advokasi 1
¢) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 3
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II 25
B |Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah Il | 1
1 |Kepala Subdirektorat Wilayah |l Barat 1
a. |Kepala Seksi Wilayah Jawa Bagian Barat 1
1) [Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b)  |Analis Advokasi 2
b. |Kepala Seksi Wilayah Jawa Bagian Timur 1
1)  |Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 3
b)  |Analis Advokasi 2
2 |Kepala Subdirektorat Wilayah Ii Timur 1
a. |Kepala Seksi Wilayah Sulawesi 1
1)  |Pelaksana
~a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b)  |Analis Sistem Informasi 1
¢)  |Analis Advokasi 2
b. |Kepala Seksi Wilayah Maluku & Papua 1
1)  |Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b) Pranata Kebijakan Pengadaan BaranglJasa 1
¢)  |Analis Advokasi 1
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum 25
C |Direktur Penanganan Permasalahan Hukum| [ 1 1
1 Kepala Penanganan Permasalahan Konirak 1
a. |Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang Dan Jasa 1
1)  |Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b) Analis Advokasi 1
¢} |Analis Berkas Sengketa 1
d) Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum 1
8) Analis Permasalahan Hukum 1
f) Pengelola Data Monitoring Berkas Sengketa 1
b. |Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan Konstruksi 1
1)  |Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 1
d) Analis Advokasi 1
e} |Analis Berkas Sengketa 1
f) Analis Permasalahan Hukum 2
d)  |Pengelola Data Monitoring Berkas Sengketa 1
2 |Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli 1
a. |Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa 1
1)  |Pelaksana
a) Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b, |Kepala Seksi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi 1
1)  |Pelaksana
a)  |Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 2
b) pengadministrasi keuangan 1
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NO - NAMA SATUAN ORGANISASIJABATAN | JUMLAH FORMASI
1 2 3 .
Vii  |INSPEKTORAT 22
E  |INSPEKTUR 1
a. |Sub Bagian Tata Usaha 1
1)  |Pelaksana
a)  |Analis Satuan Pengawas Infernal 1
b}  jAnalis Sistem Informasi 1
c) Analis Pengelola Barang Milik Negara (BMN) 0
d)  [Pengelola Keuangan 1
8) Pengelola Kepegawaian 1
f) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1
q) Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 1
2)  |Fungsional I
a)  |Auditor Pertama 9
b) Auditor Muda 3
¢)  jAuditor Madya 1
d) Arsiparis terampil 1
Viii  |PUSAT PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PENGADAAN BARANG/JASA 43
| 1 1 I 1
1 |Kepala Bidang Program Pelatihan 1
a. |Kepala Subbidang Program dan Kurikulum 1
1) [Pelaksana
a)  |Analis Diklat 1
b) Analis Kurikufum dan Pembelajaran 2
c) Analis Program Diklat i
b. |Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi 1
1)  |Pelaksana
a)  |Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2
~b)  |Analis Akreditasi Lembaga Diklat 2
c)  |Analis Sistem Informasi 0
2 |Kepala Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 1
a. |Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis 1
1)  |Pelaksana
a) Analis Kerjasama Diklat 2
b) Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat 2
c) Perancang Kebijakan Pengadaan BaranglJasa 0
b. |Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi 1
1)  |Pelaksana
a)  |Analis Kerjasama Diklat
b) Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat 2
a. |Kepala Subbagian Tata Usaha 1
1) |Fungsional
a) Widyaiswara Pertama 4
b)  |Widyaiswara Muda 3
c) |Widyaiswara Madya 2
d)  |Widyaiswara Utama 1
e)  |Arsiparis Terampil 1
2) Pelaksana
a) Pengelola Keuangan 2
b} Analis Sistem Informasi 2
c)  jPengelola BMN 1
d)  |Analis Sumberdaya Manusia Aparatur 1
&) |Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1
f) Analis Data dan Kerjasama Pusdiklat 1
702
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KEKUATAN PEGAWA| ORANG TERDIRI DARI
Vfe: lifd: lifd: I/d: Es.d - Es.il 2 JFT
v/d: Wpe: 3 fc: \fe: Es.il 1 EsV 4 Jp
We: 1 b: 1 Ilifb: I/b: Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
W/h: 1 Ww/a: 9 la: Ifa: Wfe-52
Wa: 1
Kabag Program dan Anggaran Kabag Pemantauan dan Evaluasi Kabag Orgonisasi dan Tata Laksana
V/a-52 iV/b-52 =
Kasubbag Program Kasubbag Anggaran Kasubbag Pemantauan Kasubbag Evaluasi Kasubbag Organisasi Kasubbag Tata Laksana
Hifc-51 IHfc - 81 itfc-51 - /b-52 -
Jabatan B K Jabatan B labatan B K Jabatan K Jabatan Jabatan B K
™ Analis Perencanaan 0 2 Analis Perericansaiy Atiggardh 1 Analis Monitoring, Evaluasi dan 0 1 Analis Monitoring, Evaluasi dan 2 ™ Pengolah Data Organisasi Analis Organisasi dan Tata 0 2 ™
Pelaporan Pelaporan

Analis Program/Perencanaan 1 0 Analls Perericanaan cidh Kerja 0 Analis Sistem Informasi 1 1 Anelis Akuntabikitas Kinerja < Analis Kelembagaan Analis Tata Laksana 1 1]

Sama Aparatur

Analis Monitoring dan Evaluasi 1 0 Analis Monitoring dan Evaluasi 0 Analis Organisasi
Pengolah Data Kelembagaan
IFT
Jabatan B K
Perencana Pertama 1
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Calon Auditor

jdih.Ikpp.go.id

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
/e md: 2 nfd: Ifd: Es.d - Es.dHl : 3 T S
wv/d: 117 3 Hfc: 5 1 Es.ll 1 Esdv : 6 Jp 11
NMe: 1 wb: 1 nwb: ib: Kepala Biro Umum dan Keuongan
Wb: 1 wfa: 10 nfa: Ia: V/c-52
IvVa: 2
Kabag Pengelolaan BMN Kabag Keuangan Kabag Tota Usaha dan Rumaeh Tongga
V/fa-S1 W/b-52 W/ -s2
; T Seasi dar Pench P Perterian = HE
Kasubbag Layanan Pengadaan b oay s fos i Pep Kasubbag Verifikasi Anggaran Kasubbag Tota Usaha Kasubbag Rumah Tangga
BMN Keuangan
fc-52 Iifc-51 Hifb-51 Hifd- 52 liifc - 51 Hifd - 51
Jabatan B | K Jabatan B Jabatan K Jabatan B | K Jabatan K Jabatan K
e
—1- 0 0 Analis Kebijakan BMN 0 ey Bendahara 1 Verifikator Anggaran 1 6 e =1 Analis Tata Usaha 2 Pranata Barang dan Jasa 11
u Pengelola BMN 0 | Penyusun Laporan Keuangan 0 7 | | Pengadministrasi persuratan 3 Pengemudi 32
Pranata Kebijakan PBJ 1 Analis Perbendaharaan 0 7 Sekretaris 23 Pengelola Bangunan Gedung 3
Pranata Laporan Keuangan dan SAl 2 0 Penelaah Bahan TU 0 Analis Sistem Informasi i
JFT
Jabatan B K
Arsiparis pertama o 4
Pengelola PBJ pertama 3 8
i} )




NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBUAKAN PENGADAAN BARANG/IASA PEMERINTAH

PETA JABATAN BIRO HUKUM, SISTEM INFORMAS| DAN KEPEGAWAIAN

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
Ve : Hijd : Ifd : I/d: Es.l - - Esdll 3 4 s
wWd: 1 Wfe: 8 lifc: e Es.l - 1 EslV . 6 10
We: /b : /b : ib: Kepala Biro Hukum Sistem informasi dan Kepegawaian
Wib: 2 diifa: 14 1fa: fa: v/d-52
Wfa: 1
Kabag Hukum dan Humas Kabag Sistem Informasi Kabag Kepegawaian
Wia-52 1V/b-D4 v/b-Da
- - = -
Kasubbag Hukum Kasubbag Humas Kassubbag Data dan Informasi Adsibag T:I;nma:'ﬁ;aga imastdar Kasubbag Pengadaan dan Mutasi Kasubbag Pengembangan
Hifc-52 Iii/c- 51 Hifc- 51 Hifc-51 fifc- 51 iifc-51
Jabatan 8 K Jabatan Jabatan K Jabatan B K Jabatan Jabatan B K
=1 Analis Hukum 3 8 Analis Publikasi —1 |—]Pengadministrasi Perpustakaan 2 Pengelola Teknologi Informasi ] 1 = Airalis Reranicanazn DM Analis Pengembohian SO} o} 1
Aparatur Aparatur
i 1 I i i y
Analis Humas dan Protokol Analis Data dan Informasi 2 Pengendali Teknologi Informasi | 0 4 penge. ola Sistem Infm.nas' Analis Pengembangan Kinerja o 1
Manajernen Kepegawalan
Anali i
nalls Pej-wu hulwary dari Layanen Analis Sistem  Informasi 3 Analis Sistemn Informasi 1 3 | Pengelola Teknologi Informasi fAnalts Peng.embangan Q 2
Informasi Kompetensi
Terj 5
- PerTgeIoIa erismahandan — =—{Pengelola Teknologi Informasi 3 Pengelola Sistem dan Jaringan Q 2 I~ Analis Jabatan -
Kerjasama
Pengelola Media Cetak Pranata Kebijakan PBJ 0 Pengadministrasi Keuangan 0 2 Analis Mutasi Pejabat Negara
Pengelola .Medca Cen.ter dan Pengelola Teknolog\ in‘fonnam 0 Pranata Kebijakan PEJ 1 o Pengelala Teknologl In.forrnasx
Kemitraan Media Dan Komunikasi dan Komunikasi
JFT
Jabatan B K
Perancang Per-UU pertama 1 3
Pustakawan Pertama 0
Pranata Humas pertama 1 2
Pranata Komputer Pelaksana a 1
Pranata Komputer Pelaksana o 1
Lanjutan
Pranata Komputer Pertama o 9
Pranata Komputer Muda 0 F
Pranata Komputer Madya 0 5
Pranata Komputer Utama 0 1
Analis Kepegawaian Pertama 0 1
Analis Kebijakan Pertama 2 5
Statistisi Pertama 0 3
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
Wfe: Hi/d: i/d: \/d: Esl - 2 JFT
w/d: Mfc: lifc: Ife: Es.l 1 4 Ip : 5
P 3 Tk
We: 1 b: Wb /b Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Umum
V/b: 2 lilfa: W/a: a: e-52
V/a:
Kasubdit Barang dan Jasa Kasubdit Pekerjaan Konstruksi
Vb -52 Ivb -52
Kasi Barang & Jasa {ainnta Kasi Jasa Konsultansi Kasi Pelaksana Konstruks! Kuasi Perencana & Pengawas Konstruksi
Iilb - 52 e - 51 b - 52 Ifc - 51
i Jabatan B Jabatan B | K Jabatan labatan
ﬂPerancang Kebijakan PBJ Perancang Kebijakan PBJ o] 2 Perancang Kebijakan PBJ Perancang Kebijakan PBJ
Penelaah Kebijakan PBJ Q Penelaah Kebijakan PBJ ¢ 1 Penelaah Kebijakan PBI 0 {Penelaah Kebijakan PBJ
Analis Peraturan Perundang- Analis Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan o] Analis Sistem Informasi 1 1 undangan dan Rancangan
'Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBLAKAN PENGADAAN KHUSUS

KEKUATAN PEGAWAI

ORANG TERDIRI DARI

W/e:
v/d:

\7{-H

/b
Wfa:

h/d:
Hifc:

/b :

Hifa:

Ifd: I/d: Es.l : - Esdl IFT
e Ifc: Esdl ¢ 1 Esiv : p )
Direktur Pengembangaﬂ Strategi dan Kebijakan
/b I/b:
Pengadaan Khusus
a: Ifa: Ivc-5s2
Kasubdit Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha Kasubdit Badan Usaho dan Keadaan Khusus
va-52 Itid - 52
Kosi Kemitraon Infrastruktur Kasi Kemitraon Non Infrastruktur Kasi Badan Usaha bl fadchanan i:ZT:Smn gen keabaoy
b - 51 b -51 flib - 51 Hie-51
Jabatan B | K Jabatan B | K Jabatan B ~ Jabatan BiaK
Perancang Kebijakan PBJ 2 2 Perancang Kebijakan PBJ 1 1 Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Q 2 Perancang Kebijakan PBJ 0 1
Penelaah Kebijakan PBI 0| 2 Penelaah Kebijakan PBJ 0 2 Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/lasa 0 2 Penelaah Kehijakan PB) 1 2
Analis Sistem Informasi 1 1
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBUAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

KEKUATAN PEGAWAL ORANG TERDIRI DARI
WV/je: 1i/d = I/d: Es.l Es.ll : 2 JFT
v/d: Hifc: Ife: Es.ll 1 EsV : 4 P : 5
V/e: /b : I/b:
X . . Direktur Pengembangan iklim Usaha dan Kerja Sama
nefhs Hifa: Ha: Internasional
W/a: Vc-52

Kasubdit Iklim Usaha

Vb -52

1

]

Kosi Pengembangan Pelaku Usaha Kasi Kesempatan Usaha
Hic-51 lilc- 51
Jabatan Bl K Jabatan K
Perancang Kebijakan PBJ 1 2 Perancang Kebijakan PBJ 0 2
Penelaah Kebijakan PBJ 1 2—_‘ Penelaah Kebijakan PBJ 1 2
Penelaah Pengembangan Usaha 0 2 Analis 1klim Usaha dan Kerjasama ¢] 1

-

Kasubdit Kerja Sama Internasional

r

Kasi Multilateral Kasi Bilaterol
fic-52 b -5s1
labatan B K labatan
Perancang Kebijakan PBJ 1 1 Perancang Kebijakan P8}
Analis Kerja Sama Luar Negeri 1 2 Penelaah Kebijakan PBJ
Pengelola Situs/Web 0 1 Analis Kerjasama Bilateral dan Regional
pengadministrasi keuangan
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI PENGADAAN

WV/e:
Iv/d:

v/c:

/b
IV/a:

/d:
/c:

/b :

H/a:

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
i/d: i/d: Es. - EsM : 2 JFT
3 lfc: Ifc: Es.ll 1 EslV : 4 P
1 Wb b Direktur Perencanaan, Monltaring dan Evaluasi
Pengadaan
6 lifa: ifa: Md - 52
Kasubdit Perencanoan Pengadaan Kasubdit Monitoring dan Evaluasi
Vb -53 IVa - 52
Kasi Perencanaan Pengadaan K/L/1 Kasi Perencanaan Pengadoan Pemerintah Kasi Momtonnf; dan Evaluasi Pelaksanaan Kasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Daerah Kebijokan Pengadaan Pelaksanaan Pengodaan
ilic- 51 c-51 Iiic - 51 lilb - 52
Jabatan B K Jabatan B8 Jabatan B | K labatan B | K
Penelaah Kebijakan PBJ 1 4 Penelaah Kebijakan PBJ 1 3 Penelaah Kebijakan PBJ 1 4 Penelaah Kebijakan PBJ 1 4
Pranata Kebijakan PBJ 1 0 Analis Data dan Informasi 4} Perancang Kebijakan PBJ 0 1. Perancang Kebijakan PB) 1 2
E’engelola Sistem Informasi 0 1 Pengolah Data 0 1 Analis Sistem Informasi 0 1
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NAMA INSTANS! : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEKUATAN PEGAWAI

Wfe:
v/d:
W/e:
Wwib:
W/a:

ny/d:
[17H
1 qb:
2 Wa:

- A

PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM KATALOG

ORANG TERDIRI DARI
i/d: yd: Esdl - 2 T Q
lifc: Ifc: Esdl 1 4 Jp : 8
Wb : I/b: Direktur Pengembangan Sistem Katalog
Iifa: lfa: Ve-52
Kasubdit Riset dan Kontrak Kasubdit Pengelolaan Katolog
vb-52 Wb - 81
Kasi Riset Pasar dan industri Kasi Kontrak Payung Kasi Pengendalian Pelak Katalog Kasl Evaluasi Katalog
c-52 Hid-52 litb-52 Hic-51
| Jabatan 8 Jabatan B | k | Jahatan B | k Jabatan B
[Penelaah Kebijakan PBJ 2 Penelaah Kebijakan PBJ 6 [Perancang Kebijakan PBI 3 Penelaah Kebijakan PBJ 2
Perancang Kebijakan PBJ 0 Pranata Kebijakan PRI 1 0 Analis Sistem Informasi 1 4 Perancang Kebijakan PBJ 0
Pengelola Keuangan 0 Perancang Kebijakan PBJ 0 4 Pengelola Administrasi dan Verifikasi 0 3 Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0
Analis Data dan Informasi a Penalaah. Perjanjian dan 4] 3 | Pengelola Teknologi Informasi ] 2 Pengelola Keuangan 0
Informasi Hukum
Analis Hukum 0 3 Pengendali Teknologi Informasi 0 5
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/IASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
V/fe: li/d : fd: d: Esd - Esdi 1 IFT 0
IV/d: Wfe: 3 life: Ife: Esdl 1 EslV : 4 P 9
W/c: 1 Wb: 1 ub: ifb:
ki bangan Sistem Pengadaan Secara
WVhb: 1 Wfa: 9 iifa: Ifa: Flektronik
WV/a: We-52

1

Kasubdit Pengelolaan dan Pembinaan Layanan
Pengadaan

IVb-52

Kasubdit Pengembangap Aplikasi dan Teknologi
Informasi
Kasi Pengembangan Aplikasi Sistem Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pengadaan Secara Elektronik Sistem Pengadaan Secara Flektronik
Hic-51 Hb-51

Jabatan B K Jabatan B

Perancang Kebijakan PBJ 1 Perancang Kebijakan PBJ 1
Penelaah Kebijakan PB} 1 ] Penelaah Kebijakan PBJ 1
Analis Sistem Informasi 1 15 Pengelola Keuangan 0
Analis Sistern Informasi 0

Kasi Bimbingan Teknis Layanan Pengadaa i o e g
rai Hebbaai Kasi Monitoring dan E Layanan Peng Secora Elektronik
Hlie-52 {lle-52
~ Jabatan B K Jabatan
Pranata Kebijakan PBJ 1 0 Penelaah Kebijakan PBJ 2 3
Analis Sistem Informasi 1 1 Pengelola Teknologi Informasi ] 10
Perancang Kebijakan PB/ [} 4
Penelaah Kebijakan PBJ 0 1
Pengelola Teknologi Informasi 0 18
Pengelola Keuangan 0 1
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEKUATAN PEGAWAI

ORANG TERDIRI DARI

Mfe:
wid:
Vfc:
/b :
Wfa:

it/d :
1 /fe:
/b

1 Wa:
1

PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

Iifd: 1/d: Es.l - Es.l : Z T
iifc: ife: Es.ll 1 EslV : 3 ) : 2
Ih: ULH Direktur Pengembongan Profesi dan Kelembagaan
Wa: Ia: /d-s2
Kasubdit Standar Kompetensi dan Kelembagaan Kasubdit Jabatan Fue | Pengeiola Pengad
Wfa-52 Wfb-52
g : i i i Tata K i
Kasi Standar Kompetensi Kosi Kelernbagaan Pengadaon Kasi Pengembangon Jabatan Fungsional Kasi Tata Kelola Jabatan Fungsional Pengelola
Pengelola Pengadaan Pengadaan
- Iilfe-52 Hifb-52 liifc -52
labatan B K labatan B K Jabatan K Jabatan
Perancang Kebljakan Pengadaan 0 3 Perancang Kebijakan Pengadaan 0 2 Perancang Kebijakan Pengadaan 3 Perancang Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Bararig dan Jasa Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Penelaah Kebijakan Pengadaan 0 2 Penelaah Kebijakan Pengadaan 0 3 Penelaah Kebijakan Pengadaan . Penelaah Kebijakari P d:
Barang dan Jasa Barang dan Jasa Barang/Jasa Pemerintah Barang/Jasa Pemerintah
Analis Sistem Informasi
JFT
Jabatan B K
Calon Analis Kebijakan pertama 1 0
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBUJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PETA JABATAN DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
/e : i/d : I/d: I/d: Es) Es.dll 2 JFT
Md: 1 life: 2 lifc: Ifc: Es.il 1 Esv 3 : 6
/e Mo: 1 Wb /b Direktur Sertifikasi Profesi
Wh: 1 Wja: 6 Wfa: Ifa: W/d- 52
Wha: 1

| |
Kasubdit Sistem dan Sarana Sertifikast Kasubdit Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikas
WV/a-52 /b-52
] ]
[ _ | [ |

Kasi Sistem Sertifikasi Kasi Sarano Sertifikosi Kasl Tate Kelola Sertifikasi Pejabat Fungsional Sosl Lote Kefol:j:;;]:g? fecin Fefolat
e - 51 1ii/b-52 Hifc-52 -
Jabatan B | K Jabatan IR : Jabatan B | « labatan P T
Perancang Kebijakan Pengadaan 1 2 Perancang Kebijakan Pengadaan 2 3 Perancang Kebijakan Pengadaan 0 5 Perancang Kebijakan Pengadaan o 2
Barang dan Jasa Barang dan Jasa Barang dan Jasa Barang dan Jasa
St 1 1 Pengadministrasi Sarana dan 0 1 Penelaah Kebijakan Pengadaan 1 2 Penelaah Kebijakan Pengadaan 1 1
Prasarana Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Penelaah Kebijakan Pengadaan Analis Monitoring, Evaluasi dan Analis Monitoring, Evaluasi dan
0 1 1} 1 1] 1 1
| Barang/Jasa Pemerintah Pengelola Datahase Pelaporan [Pelaporan ¢
Perancang Naskah Soal o 2 Pengelola Teknologi Informasi o] 1 Pengelola Teknologi informasi 0 2
i 5 Pengelola Administrasi Lembaga Pengelola Administrasi Lernbaga
0 2 0 2
analls Sistem Informasl Sertifikasi Profesi # Sertifikasi Profesi 2
Pengelola Teknologi Informasi 0 3 Analis Kompetensi 0 2 Pengolah Monev Data Hasil Tes [¢] 2
Anal itoring d:
Teknisi Ujl Kompetensi o 2 Pengolah Monev Data Hasil Tes | 0 | 3 H::ill"'T:""' Pringen bVt . | 4
Analls Monitori )
na'lls Monitoring dan Evaluasi o i Pengelola Sertifikasi o 1
Hasil Tes
Pengelola Sertifikasi 0 1
Pengelola Laboratorium o 1
Komputer
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/IASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT ADVOKAS| DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH |

e e e e D IR AT WWILATATT T

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
V/e: m/id: 1 lifd: IGH Esd - Es.ii 1 T 1
v/d: Mfc: 3 life: Ifc: Esl : 1 EsV : 4 Jp ! 2
IV/c: m/b: 1 Ii/b: I/b: Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah |
V/b: fa: 3 lifa: ifa: 1lic-S2
V/a:
Kasubdit Wilayah | Barat Kasubdit Wilayah 1 timur
d - 51 -
Kasi Wileyah Sumatera Bagian Utara Kasi Wilayah Sumatera Bog Selatcn Kasi Wilayah Kalimantan Kasi Wil. Bali, Nusa Tenggara & Pusat
M- 52 llic - 52 iith - 51 Iile-51 '
Jabatan _ Jabatan K jabatan B | K i Jabatan B | K
Penelaah Kebijakan PBJ 0 Penelaah Kebijakan PBJ 2 Penelaah Kebijakan PBJ (o} 1 IPenelaah Kebijakan PBJ 1 3
Analis Sistem Informasi 1 1
Analis Advokasi Q 1
IFT
Jabatan B K
Calon Analis Kebijakan Pertama 1 0
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/IASA PEMERINTAH

PETA JABAT,

KEKUATAN PEGAWAI

ORANG TERDIRI DARI

V/e:
v/d:
/e
V/b:
IV/a:

n/d: lifd: I/d:
Wfc: 3 lifc: Ifc:
m/b: 1 li/b: I/b:
ifa: 3 lfa: Ifa:

Esik - Esdl 1 JFT
Es.l : 1 Esv : 4 IpP

AN DIREKTORAT ADVOKAS| DAN PENYELESAIAN SANGGAH WILAYAH I

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah If

Ve-52

Kasubdit Wilaych If Barat

 Kasi Wilayah Jawa Bagian Barat Kasi Wileyah Jawa Bagian Timur
Itle-51 Hth-§1
Jabatan Bt K l’ Jabatan B K
Penelaah kebijakan Pengadaan 1 2 Penelaah kebijakan Pengadaan 0 3
Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Analis Advokasi 0 2 Analis Advokasi 0 2

Kasubdit Wilayah Il Timur
vh-52
Kasi Wilayah Sulawest Kasi Wilayah Maluku dan Papua
Itlc-51 Hic-52
Jabatan . B K Jabatan
Penelaah kebijakan Pengadaan 0 2 Penelaah kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Barang dan Jasa
Analis Advokasi 0 o4 Analis Advokasi
Analis Sistem Informasi 1 1 Pranata Kebljakan Pengadaan
Ba rar}g/_J asa
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PETA JABATAN DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM
KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI
W/e: nfd: 1 nyd: I/d: Esd Es.lil 1 JFT
vd: 1 liife: jc: Ifc: Esfl 1 Esdv : 3 P : 2
WV/c: /b: 2 /b Ifb: Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
Wfb: 1 fa: 2 llja: I/a: V/d -52
IV/a:
Kosubdit Penanganan Permasalahan Kontrak Kasubdit Keterangan Ahli
/b -52 =
- = - 7 -
Rass Benamganon Permigsqionon Kentrak Sadd nenanyagay Pefmasaa’ahc!n Rk Kasi Keterangan Ahli Barang don Jasa Kasi Keterangan Ahli Pekerjaan Konstruksi
Barang dan Jasa Pekerjoan Konstruksi
- fd -51 til/b - 51 /b -s1
| Jabatan B | K Jabatan B | K Jabatan B | Iabatan B | k
Penelaah Kebijakan PBJ 0 2 Penelaah Kebijakan PBJ Penelaah Kebijakan PBJ IPeneIaah Kebijakan PBJ 1 2
Analis Advokasi o} 1 Analis Advokasi 0 1 !Pengadministrasi keuangan 0 £
Analis Berkas Sengketa 0 1 Analis Berkas Sengketa 0 1
AnalisKonsuliss dan Barituan 0 1 Analis Permasalahan Hukum 0 2
Hukum
Analis Permasalahan Hukum 0 1 Pengeiote Data Monftoring 0 3
Berkas Sengketa
Pengelola Data Monitoring 0 1
Berkas Sengketa

jdih.lkpp.go.id



NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PETA JABATAN INSPEKTORAT

KEKUATAN PEGAWAI ORANG TERDIRI DARI

W/e: /d: lifd: I/d: Es.d - Esdll - JFT 1

V/d: fe: 1 lifc: e Esil - EsV 1 P i 3

/e /b : /b : Ifb: Inspektur

V/b: W/a: 4 li/a: Ifa: -

W/a:

Kasubbag Tata Usaha Inspektorat
- 51
| ~ labatan B | K
[Pengelola Keuangan 0 1
Pengelola Kepegawaian a 1
Analis Perencanaan, Evaluasi a 1
dan Pelaporan
Analis Sistem Informasi 1 T
Analis Satuan Pengawas Internal| 1 1
Analis Tindak Lanjut Laporan o 1
Hasil Pemeriksaan
Analis Pengelola Barang Milik 1 o
Negara
JFT = JET
Jabatan Jabatan B K
Auditor Madya Arsiparis Terampil 0 3

Auditor Muda
Auditor Pertama

=lOoloollm
Qo) W =X

Calon Auditor
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NAMA INSTANSI : LEMBAGA KEBUAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEKUATAN PEGAWAI

ORANG TERDIRI DARI

IV/e:
v/d:
/e
/b
Vfa:

PETA JABATAN PUSDIKLAT PBJ

m/d: 2 nfd: I/d: Es.l 1 JFT
/e 1 e e Esll 1 5 Jp : 4
Wh: 2 1b: Ifb: Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ
Wa: 3 \fa: Ifa: Wfc-52
Kasubbag Toto Usaha Pusdiklat PBJ
Hi/fd-s2
labatan
Pengelola Keuangan 0
Pengelola BMN 0
Analis Sistem Informasi [¢]
Analis Sumberdaya Manusia 8
Aparatur
Analis Perencanaan, Evaluasi o
dan Pelaporan
Analis Data dan Kerjasama o
Pusdiklat
Perancang Kebijakan Pengadaan 1
Barang/lasa
Kabid Pengembangan Progrom dan Pemantavan Kabid Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatiban
Evaluasi :
iV/fa - 51 -
Subbid Program dan Kurikulum Subbld Pemantauan dan Evaluosi Subbid Pendidikan dan Pelatihan Teknis Subbid Pendidikan dan Pelatihon Kompetensi
1/d - 51 Iii/b- 51 Wi/b- 51 fc-s1
Jabatan B Jabatan B | K Jabatan Jabatan
Analis Diklat [ Analis Monftaring Evaluasi dan 0 2 Analis Kerjasama Diklat Analis Kerjasama Diklat
Pelaporan
i e . T . Penyusun Program Penyusun Program
Analis Program Diklat 4] Al 2
B i Analis Akreditasi Lembaga Diklat] 0 Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Diklat
i - )
Analis Kunku.lum dan o Analis Sistem informasi 1 o Perancang Kebijakan Pengadaan
Pembelajaran Barang/Jasa
Perancang Kebijakan Pengadaan 1
barang dan Jasa
IET :
Jabatan B K
Widyaiswara Utama o 1
Widyaiswara Madya 0 2
Widyaiswara Muda 0 3
Widyaiswara Pertama 0 4
Arsiparis Terampil 0 1
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